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ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun atas dasar kedaulatan rakyat dan keadilan sosial sebagaimana
ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18B ayat (2) mengakui eksistensi masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya, sementara Pasal 33 menegaskan prinsip demokrasi ekonomi berkeadilan. Dalam
kerangka tersebut, desa menempati posisi strategis sebagai entitas pemerintahan terkecil yang berperan penting dalam
pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Implementasi prinsip konstitusional ini diwujudkan melalui Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui hak asal-usul dan kewenangan desa, serta memperkenalkan Dana
Desa sebagai instrumen desentralisasi fiskal. Pengelolaan Dana Desa menimbulkan implikasi yuridis kompleks,
khususnya terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi lokal. Pasal 87 UU Desa
menempatkan BUMDes dalam kedudukan hukum sui generis, berbeda dengan badan hukum lain. Ketidakjelasan status
hukum tersebut melahirkan dualisme pertanggungjawaban, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
Tantangan utama yang muncul adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana. Penelitian empiris menunjukkan
adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, ditandai oleh keterlambatan pelaporan, minimnya
bukti pendukung, hingga kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kajian ini menggunakan pendekatan
yuridis normatif dengan menganalisis regulasi yang mengatur akuntabilitas dan transparansi BUMDes, mulai dari UU
Desa, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri. Tujuannya untuk mengidentifikasi kesenjangan implementasi
serta merumuskan rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola Dana Desa. Hasil penelitian diharapkan memberikan
kontribusi akademis dalam literatur hukum administrasi desa, sekaligus solusi praktis untuk meningkatkan integritas,
efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan desa.
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PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun atas dasar prinsip kedaulatan rakyat
dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi sebagai hukum dasar menempatkan rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi yang harus dilindungi hak-haknya serta dijamin kesejahteraannya.
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sejauh masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
zaman. Sementara itu, Pasal 33 UUD 1945 menekankan bahwa perekonomian nasional harus
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan prinsip demokrasi ekonomi
yang berkeadilan. Dua landasan konstitusional ini memperlihatkan bahwa sistem ketatanegaraan
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Indonesia menempatkan desa dan masyarakat hukum adat sebagai subjek penting dalam
pembangunan, sehingga tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks pembangunan nasional, desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memiliki
peran strategis untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Desa tidak lagi
dipandang sekadar sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki
kewenangan mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Implementasi
prinsip konstitusional ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(UU Desa). Regulasi ini memberikan pengakuan terhadap hak asal-usul desa sekaligus memberikan
kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri.
Kehadiran UU Desa menandai transformasi fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa, termasuk dalam aspek desentralisasi fiskal melalui skema Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasca-reformasi, Indonesia memasuki era desentralisasi yang memberikan otonomi lebih luas
kepada daerah, termasuk desa. Desentralisasi ini dimaksudkan untuk mendorong pemerataan
pembangunan, memperkuat demokrasi lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Pengalokasian Dana Desa merupakan salah satu kebijakan strategis yang menegaskan komitmen
pemerintah dalam memperkuat desa sebagai basis pembangunan nasional. Dana Desa tidak hanya
berfungsi sebagai instrumen fiskal, melainkan juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat,
peningkatan kualitas layanan publik, dan pengentasan kemiskinan. Namun, dalam praktiknya,
pengelolaan Dana Desa sering kali menimbulkan persoalan yang kompleks, baik dari aspek
administratif, akuntabilitas, maupun transparansi.

Kerangka hukum mengenai Dana Desa telah diatur secara hierarkis, mulai dari UU Desa,
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN,
hingga Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai penggunaan Dana Desa
agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu aspek
penting dalam pengelolaan Dana Desa adalah peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai
entitas ekonomi desa. BUMDes berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola potensi lokal,
mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pasal 87 UU Desa menyebutkan bahwa BUMDes didirikan sebagai penggerak ekonomi desa
melalui pengelolaan aset, investasi, dan layanan publik. Namun, keberadaan BUMDes menimbulkan
kompleksitas hukum tersendiri karena status hukumnya bersifat sui generis. BUMDes tidak dapat
disamakan dengan badan hukum lain seperti perseroan terbatas, koperasi, atau firma. Hal ini
memunculkan dualisme dalam bentuk pertanggungjawaban: BUMDes berbadan hukum yang
memiliki kedudukan sebagai subjek hukum independen, dan BUMDes tidak berbadan hukum yang
menempatkan tanggung jawab pada struktur organisasinya seperti penasihat, pengawas, dan
pelaksana operasional. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan permasalahan dalam hal
akuntabilitas, terutama ketika BUMDes berhubungan dengan pihak ketiga.

Berdasatkan APBN Tahun 2025, alokasi Dana Desa mencapai Rp71,00 triliun yang
diperuntukkan bagi 75.259 desa di seluruh Indonesia. Jumlah yang signifikan ini menegaskan
pentingnya pengelolaan dana yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan
masyarakat. Dana Desa diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi desa, memperluas
kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, temuan sejumlah penelitian
empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara besaran dana yang dikucurkan dengan dampak
nyata di lapangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan tata kelola Dana Desa masih
menjadi tantangan besar yang perlu dikaji secara yuridis normatif.

Salah satu tantangan mendasar adalah persoalan akuntabilitas. Dalam teori tata kelola,
akuntabilitas mencakup kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dapat
diverifikasi. Namun, dalam praktik pengelolaan Dana Desa, akuntabilitas sering kali terhambat oleh
ketidaksesuaian laporan dengan aktivitas riil, minimnya dokumen pendukung, hingga lemahnya
mekanisme verifikasi. Selain itu, sistem pengelolaan keuangan BUMDes yang masih mengadopsi
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mekanisme keuangan pemerintah desa juga dinilai belum mampu menjamin akuntabilitas secara
optimal.

Selain akuntabilitas, transparansi juga menjadi persoalan krusial. Penelitian di berbagai daerah
menunjukkan rendahnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, termasuk keterbatasan akses
masyarakat terhadap informasi keuangan BUMDes. Ketiadaan informasi yang jelas mengenai
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas
pengelolaan dana. Dalam beberapa kasus, variabel transparansi bahkan terbukti tidak berpengaruh
signifikan terhadap kualitas pengelolaan BUMDes, yang menunjukkan lemahnya komitmen untuk
menghadirkan tata kelola yang terbuka.

Secara normatif, regulasi telah mengatur kewajiban pertanggungjawaban BUMDes melalui
penyusunan laporan keuangan triwulanan dan tahunan sebagaimana tertuang dalam Permendesa
PDTT Nomor 9 Tahun 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017 juga
menegaskan pentingnya prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa, yang mencakup
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Meski demikian, kesenjangan antara norma hukum
dan implementasi masih menjadi problematika yang memerlukan analisis mendalam.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi
dalam pengelolaan Dana Desa oleh BUMDes dengan pendekatan yuridis normatif. Melalui analisis
peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaannya, penelitian ini diharapkan mampu
mengidentifikasi kelemahan regulasi, mengkaji tantangan implementasi, serta merumuskan
rekomendasi kebijakan guna memperkuat tata kelola Dana Desa. Secara akademis, penelitian ini
diharapkan berkontribusi pada pengayaan literatur hukum administrasi dan keuangan desa.
Sementara secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan
pemerintah desa dalam memperkuat akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan memastikan
Dana Desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji law
as it is written in the books, dengan titik tolak pada pandangan bahwa hukum adalah norma-norma
positif yang terkandung dalam sistem perundang-undangan terkait pengelolaan dana desa oleh
BUMDes. Penelitian ini bersifat hukum doktrinal, yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan
dan dikembangkan berdasarkan doktrin tertentu, sehingga bersifat preskriptif karena berupaya
menjelaskan bagaimana hukum seharusnya berlaku menurut ketentuan normatif. Oleh sebab itu,
penelitian doktrinal ini lazim pula disebut sebagai penelitian normatif. Adapun pendekatan yang
digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan
konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum
primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33), Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa,
Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes, Permendagti Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendesa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.
Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, doktrin, pendapat para ahli,
hasil penelitian terdahulu, serta laporan resmi pemerintah dan lembaga terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran BUMDes dalam Pengelolaan Dana Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam mengelola dana desa
sebagai instrumen utama pemberdayaan ekonomi dan penguatan kemandirian masyarakat desa.
Secara yuridis, pembentukan BUMDes didasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa khususnya Pasal 87 yang memberikan dasar konstitusional bahwa "Desa dapat mendirikan
Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes". Frasa "dapat" dalam ketentuan ini menunjukkan
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bahwa pembentukan BUMDes bersifat fakultatif, bukan imperatif, namun ketika dibentuk harus
mengikuti kerangka hukum yang telah ditetapkan. Regulasi lebih lanjut terdapat pada Peraturan
Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015, yang mengatur tata cara
pendirian, pengelolaan, hingga mekanisme penyertaan modal yang bersumber dari dana desa.
Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 khususnya menjadi peraturan pelaksana yang mengatur detail
mekanisme penyertaan modal yang bersumber dari dana desa melalui APBDes. BUMDes hadir
sebagai sarana kolektif-kewirausahaan sosial bagi warga desa dalam menata ekonomi berbasis
semangat demokrasi ekonomi—menjadi ruang partisipatif untuk mengelola kekayaan bersama,
meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), serta menyediakan pelayanan publik yang adaptif
terhadap kebutuhan lokal.

Ketentuan Pasal 40 PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menegaskan
bahwa modal awal BUMDes bersumber dari penyertaan modal desa yang dapat berasal dari
APBDes, termasuk dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, BUMDes adalah
instrumen yang sah untuk mengelola dana desa dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Namun, kewenangan ini harus dilakukan dalam kerangka hukum yang transparan dan akuntabel.

Pengelolaan dana desa oleh BUMDes harus mengikuti prinsip-prinsip hukum administrasi
negara, khususnya prinsip good governance. Menurut UNDP (1997), good governance terdiri dari
delapan prinsip utama: partisipasi, hukum yang adil, transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan,
efisiensi dan efektivitas, serta akuntabilitas.'

Dalam pengelolaan dana desa transparansi dan akuntabilitas menjadi dua hal yang paling
mencolok terhadap pertanggungjawaban dana desa. Transparansi, yakni BUMDes wajib
menyediakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat terkait penggunaan dana desa, termasuk
laporan keuangan dan program kegiatan. Transparansi bukan hanya kewajiban moral
tetapi kewajiban hukum berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas,
yakni setiap pengelola BUMDes memiliki kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan
penggunaan dana desa secara vertikal kepada pemerintah desa dan horizontal kepada masyarakat.
Akuntabilitas ini termasuk pertanggungjawaban prosedural dan substantif.”

Implementasi pengelolaan dana desa oleh BUMDes dimulai dari proses perencanaan
partisipatif, di mana warga desa mengidentifikasi potensi ekonomi melalui musyawarah desa. Hasil
perencanaan dituangkan dalam rencana bisnis dan dianggarkan dalam APBDes sebagai penyertaan
modal usaha. Tahap pelaksanaan mencakup operasionalisasi unit usaha seperti agribisnis, simpan
pinjam, jasa keuangan mikro, hingga jasa pelayanan publik, dengan tetap mengedepankan prinsip
kehati-hatian dan profesionalisme pengelolaan usaha. Setiap aktivitas usahanya wajib
dipertanggungjawabkan secara periodik melalui laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada
pemerintah desa, BPD, dan masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana publik.

Deviasi antara peran ideal dan kenyataan di lapangan masih sering terjadi. Tidak sedikit
BUMDes yang hanya menjadi legalitas formal untuk pencairan dana desa tanpa pengelolaan
profesional atau semangat pemberdayaan yang substansial. Tantangan utama antara lain kapasitas
manajemen yang rendah, lemah tata kelola, minimnya akuntabilitas, serta pengawasan publik yang
belum optimal. Hal ini menyebabkan sebagian BUMDes tidak mampu menjalankan peran
transformatif sesuai harapan. Oleh karenanya, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, serta sistem pelaporan daring yang terbuka agar BUMDes mampu menjadi
instrumen pemberdayaan ekonomi desa secara nyata dan berkelanjutan.

Dengan demikian, BUMDes dalam pengelolaan dana desa tidak hanya sekadar pelaksana
kebijakan administratif, tetapi harus menjadi motor penggerak demokrasi ekonomi, inovasi lokal,
serta penopang kemandirian desa. Sinergi antara dasar yuridis, manajemen ekonomi yang akuntabel,

1 United Nations Development Programme (UNDP), Governance for Sustainable Human Development (New
York: UNDP, 1997)

2 Ningrum, ESS & Hermawan, S 2018, Analisis aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes dan
kemungkinan berdirinya BUMDes, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo.
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dan pelibatan masyarakat secara aktif menjadi kunci transformasi BUMDes dalam mewujudkan

kemakmuran yang berkeadilan berbasis nilai-nilai konstitusional dan semangat Undang-Undang

Dasar 1945.

2. Bentuk Pertanggungjawaban BUMDes dan Asas Transparansi Menurut Pasal 33 UUD
1945

A. Landasan Konstitusional Demokrasi ekonomi dalam Pengelolaan BUMDes

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam
konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan
petunjuk tentang susunan pereckonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian,
melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara
konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.’

Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi
tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), namun suatu system
ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.*

Mengenai asas kekeluargaan ini Sofian Effendi mengemukakan sebagai berikut:

“..bahwa semangat kekeluargaan yang menjadi landasan filosofis dalam Pembukaan Undang
Undang Dasar 1945 selanjutnya diterjemahkan dalam setiap pasal Undang Undang Dasar 1945.
Semangat kekeluargaan merupakan corak budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu sikap, pemikiran,
perilaku dan tanggungjawab seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya berada di atas kepentingan
individu...”.

Kemudian dikemukakan pula bahwa “...yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam
hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin
pemerintahan. Meskipun dibuat Undang Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat
kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu adalah
bersifat perseorangan, Undang Undang Dasar itu pasti tidak ada gunanya dalam praktik ...

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pijakan fundamental bagi penyusunan
sistem pereckonomian nasional Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian Indonesia
harus berakar pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dalam konteks ini, kebijakan
ckonomi tidak ditujukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu saja, melainkan harus
memprioritaskan  kemakmuran  seluruh  masyarakat secara bersama-sama. Prinsip usaha
bersama menjadi imperatif, menandakan bahwa segala bentuk pengelolaan dan kebijakan ekonomi
harus berorientasi pada kepentingan kolektif, dengan semangat mutualisme (gotong royong) dan
rasa persaudaraan sosial.

Substansi imperatif Pasal 33 UUD 1945 ini tercermin dalam pembangunan hukum ekonomi
nasional, di mana negara berkewajiban menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan mensejahterakan
masyarakat. Fungsi negara bukan sekadar regulator, tetapi harus hadir sebagai fasilitator, pengawas,
dan pelindung bagi terciptanya keadilan sosial ekonomi.

Konsep demokrasi ekonomi dalam konteks BUMDes mengharuskan transformasi paradigma
dari  pertanggungjawaban  formal-administratif ~—menuju  pertanggungjawaban  partisipatif-
emansipatoris. Selama ini, pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik sering kali hanya
bersifat administratif—seperti membuat laporan keuangan yang diserahkan kepada pemerintah atau
lembaga pengawas. Namun, dalam semangat demokrasi ekonomi, pertanggungjawaban harus lebih
dari itu. Masyarakat harus diberdayakan untuk ikut serta dalam mengawasi, mengevaluasi, dan
memberikan masukan terhadap kinerja BUMDes secara langsung.

3 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Bandung: Mandar Maju, 1995, h.
45.

4 Herman Soewardi, Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah, Bandung: Ikopin, 1989, h. 413.

5Ibid, h. 413.
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B. Prinsip Kemakmuran Rakyat sebagai Landasan Pertanggungjawaban BUMDes

Pasal 33 UUD 1945 mengandung makna fundamental tentang penempatan rakyat pada
posisi sentral-substansial dalam sistem ekonomi nasional, termasuk dalam konteks pengelolaan
Dana Desa melalui BUMDes. Sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945,
"kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang".

Makna esensial ini menunjukkan bahwa kepentingan kolektif rakyat harus ditempatkan dalam
posisi yang substansial, bukan sekedar sebagai residual atau sisa dari kegiatan ekonomi yang
dijalankan oleh elite tertentu. Dalam konteks BUMDes, prinsip ini mengharuskan bahwa setiap
kebijakan pengelolaan Dana Desa harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
desa secara menyeluruh.

Mohammad Hatta, sebagai salah satu pendiri bangsa, menegaskan bahwa sistem ekonomi
Indonesia berdasarkan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, yang dalam implementasinya
menolak individualisme ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Hal ini sejalan
dengan konsep daulat rakyat yang harus mengalahkan daulat pasar dalam pengelolaan sumber daya
ekonomi desa.

C. Model Pertanggungjawaban Hukum

Bentuk pertanggungjawaban BUMDes harus dipahami sebagai manifestasi konkret dari
kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Asas transparansi dalam pengelolaan BUMDes bukan
sekedar requirement administratif, melainkan imperatif konstitusional yang menuntut demokratisasi
substantif dalam seluruh aspek tata kelola BUMDes.

Bentuk pertanggungjawaban BUMDes dapat dilakukan secara vertikal maupun secara
horizontal. Secara vertikal, BUMDes memiliki pertanggungjawaban administratif kepada negara
melalui pemerintah pusat dan daerah. Bentuk pertanggungjawaban ini meliputi penyampaian laporan
pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Walikota, laporan keuangan kepada instansi berwenang, serta
laporan pencapaian tujuan pembangunan desa.

Di sisi lain, pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat desa merupakan perwujudan
prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945. Bentuk pertanggungjawaban ini mencakup
tiga aspek utama:

1. Pertanggungjawaban sosial yang menekankan kontribusi bumdes terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat desa secara holistik, tidak terbatas pada keuntungan finansial
semata;

2. Pertanggungjawaban partisipatif yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat
dalam evaluasi kinerja bumdes melalui musyawarah desa dan forum partisipasi lainnya; serta

3. Pertanggungjawaban transparansi yang mewajibkan bumdes untuk menyediakan akses
informasi lengkap mengenai pengelolaan dana desa kepada seluruh masyarakat secara
inklusif dan non-diskriminatif.

Selain itu, berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur BUMDes dan
prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, model pertanggungjawaban hukum
BUMDes dapat dipahami melalui dua konstruksi hukum yang mendasar, yaitu pertanggungjawaban
korporasi dan pertanggungjawaban personal (renteng), yang keduanya harus dilandaskan pada
prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Ketidakjelasan status hukum BUMDes dalam peraturan perundang-undangan telah
mengakibatkan munculnya dualisme bentuk pertanggungjawaban yang kompleks. Pasal 87 ayat (1)
UU Desa secara tegas menyatakan bahwa "BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan
badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi", namun pada praktiknya, BUMDes
dapat beroperasi dalam kedua bentuk tersebut. Berikut konstruksi dualism pertanggungjawaban
BUMDes:
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a. BUMDes Berbadan Hukum: Model Tanggung Jawab Korporasi

Apabila BUMDes berbadan hukum, maka BUMDes tersebut merupakan subjek hukum
tersendiri di hadapan hukum dan tanggung jawabnya merupakan tanggung jawab perusahaan atau
tanggung jawab BUMDes itu sendiri. Dalam konstruksi ini, berlaku prinsip pemisahan kekayaan
(separate entity principle) di mana terdapat pemisahan kekayaan antara harta pengurus dan harta
BUMDes. Konsekuensinya, apabila terjadi kerugian, pengurus hanya bertanggung jawab sebatas
harta kekayaan yang ada di BUMDes tersebut.

Namun, tanggung jawab korporasi ini tidaklah mutlak. Pengurus BUMDes dapat dimintai
pertanggungjawaban secara pribadi apabila melakukan tindakan di luar wewenangnya (ultra vires).
Prinsip ultra vires merupakan doktrin yang menganggap batal demi hukum atas setiap tindakan yang
melebihi kewenangan yang diberikan sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan BUMDes.
Dalam hal ini, organ BUMDes, khususnya Pelaksana Operasional, dapat mengikatkan BUMDes
hanya jika tindakannya masih dalam batas wewenang yang ditentukan oleh anggaran dasar.

b. BUMDes Tidak Berbadan Hukum: Model Tanggung Jawab Renteng

Sebaliknya, apabila BUMDes tidak berbadan hukum, maka organisasi di dalam BUMDes yaitu
Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas secara bersama-sama memiliki peran untuk turut
andil dalam tanggung jawab kepada pihak ketiga dengan tanggung jawab renteng apabila BUMDes
tidak sanggup untuk membayar kerugian tersebut. Dalam konstruksi ini, tidak ada pemisahan
kekayaan antara harta pribadi pengurus dengan harta BUMDes, sehingga pengurus dapat dimintai
pertanggungjawaban hingga harta pribadi mereka.

Untuk memastikan perlindungan substansi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya "dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat", setiap pelanggaran dalam pengelolaan BUMDes harus ditegakkan sanksi
yang tegas. Terdapat 2 sanksi yang dapat diberlakukan, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana.

a. Sanksi Administratif:
1. Teguran dan peringatan resmi
2. Penghentian pencairan dana desa pada tahap berikutnya
3. Kewajiban mengembalikan dana yang telah disalurkan
4. Pencabutan wewenang pengelolaan
b. Sanksi Pidana:
1. Tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK
2. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa
3. Kerugian keuangan negara/daerah/desa

Kegagalan dalam menerapkan prinsip transparansi harus dipandang sebagai pelanggaran serius
karena bertentangan dengan hakikat demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945. Transparansi
merupakan instrumen utama untuk memastikan bahwa negara (dalam hal ini desa melalui BUMDes)
benar-benar menjalankan fungsinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, model pertanggungjawaban hukum BUMDes tidak hanya bersifat formal-
prosedural, tetapi substantif dalam memastikan bahwa setiap kegiatan BUMDes benar-benar
berkontribusi pada peningkatan kemakmuran masyarakat desa secara keseluruhan, bukan hanya
menguntungkan segelintir orang. Hal ini sejalan dengan pesan konstitusional Pasal 33 UUD 1945
yang mengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang-seorang.
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KESIMPULAN

BUMDes memiliki peran strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana desa secara
mandiri dan berkelanjutan. Secara yuridis, peran ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya, yang memberikan landasan hukum bagi
BUMDes untuk mengelola dana desa dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun,
implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan seperti kapasitas manajemen yang
rendah, lemahnya tata kelola, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Meskipun kerangka hukum telah mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas, masih
terdapat kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor
seperti kurangnya pemahaman aparatur desa, minimnya pengawasan, serta belum optimalnya
partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

Pemerintah perlu menyusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai tata kelola BUMDes,
termasuk standar pelaporan keuangan dan mekanisme pengawasan. Serta, Perlunya harmonisasi
peraturan antara tingkat pusat dan daerah untuk menghindari dualisme interpretasi hukum.

Melaksanakan pelatthan dan pendampingan bagi pengelola BUMDes terkait manajemen
keuangan, perencanaan usaha, dan prinsip good governance. Serta, Meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam mengawasi pengelolaan dana desa melalui
sosialisasi dan edukasi.
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